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. PEMOHON
Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) dalam
Perkara Nomor 98/PUU-XV/2017 diajukan oleh Dwi Maryoso, S.H., dan
Feryando Agung Santoso, S.H., M.H.

. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil
atas Pasal 92 ayat (4) sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah”
dan Pasal 107 sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” UU
ASN.

. BATU UJI
Bahwa Pasal 92 ayat (4) sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan
Pemerintah” dan Pasal 107 sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan
Pemerintah” dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 23A, 28H ayat
(83) dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 92 ayat (4) sepanjang frasa “diatur

dalam Peraturan Pemerintah” dan Pasal 107 sepanjang frasa “diatur dalam

Peraturan Pemerintah”, MK memberikan pertimbangan hukum sebagai

berikut:

1) Bahwa terkait dengan iuran dalam jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian yang diatur dengan peraturan pemerintah yang
dipersoalkan oleh Pemohon, ternyata tidak hanya dibuat untuk Pegawai
ASN akan tetapi juga untuk pekerja swasta, yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, hal itu menunjukan




E.

bahwa pengaturan yang demikian bukan sesuatu yang bertentangan
dengan UUD 1945.

2) Bahwa berdasarkan hal tersebut maka MK berpendapat Permohonan
Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa “diatur dalam
Peraturan Pemerintah” dalam Pasal a quo tidak beralasan menurut
hukum.

AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas,
MK dalam Amar Putusannya menyatakan “Menolak permohonan Pemohon
untuk seluruhnya”.

PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat
serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi seluruh pihak) yang wajib dipatuhi
dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor
98/PUU-XV/2017 yang menolak permohonan Pemohon terhadap Pengujian
Pasal 92 ayat (4) sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dan
Pasal 107 sepanjang frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah”
mengandung arti bahwa pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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